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RINGKASAN 
Kegiatan Pelatihan Dan Bimbingan Teknis Standar Pelaksanaan Pelayanan Publik Bagi 
Aparat kelurahan di masa pandemic Dalam Pelayanan Publik Untuk Mendukung  Physical 
Distancing Menangkal Penyebaran Covid 19 Di Kelurahan Kota Kendari . Materi yang akan 
disajikan dalam kegiatan ini meliputi ; (1). Memberikan materi pentingnya pelaksanaan 
Standar Pelayanan Publik di Masa Pandemic Bagi Aparat Kelurahan secara online untuk 
mencegah penyebaran virus Covid-19; (2) Pelatihan dan bimbingan teknis pelaksanaan 
Standar pelayanan Publik di masa pandemic Bagi aparat kelurahan  secara on-line untuk 
mencegah penyebaran virus Covid-19; dan (3) Praktek pelaksanaan Standar pelayanan 
Publik di masa pandemic Bagi aparat kelurahan  secara on-line untuk mencegah 
penyebaran virus Covid-19. Kontribusi mendasar pada khalayak sasaran: (1) 
Meningkatkan pemahaman aparat Kelurahan dalam pelaksanaan Standar pelayanan 
Publik di masa pandemic Bagi aparat kelurahan secara online untuk mencegah 
penyebaran virus Covid-19.; (2) Meningkatkan keterampilan aparat Kelurahan dalam 
mengelola informasi dokumen-dokumen desa seperti RPJM Kelurahan, Peraturan 
Kota/Kelurahan, Keputusan Lurah  dalam bentuk dokumen digital di masa pandemic Covid 
19; (3) Kemudahan akses informasi basis data sumber daya Kelurahan, memuat data 
tentang potensi Kelurahan secara online; (4) Dapat mewujudkan komitmen dan 
kepedulian terhadap pelaksanaan Standar pelayanan Publik di masa pandemic Bagi aparat 
kelurahan  secara on-line untuk mencegah penyebaran virus Covid-19 dalam pelayan 
public. 
Kata kunci: Bimbingan Teknis, Pelayanan Publik, Covid 19  

 

A. Analisis Situasi 

Ditengah masa pandemi virus Corona (Covid-19) ini menuntut masyarakat banyak 

melakukan adaptasi di kehidupan sehari-hari, adaptasi ini pun berlaku juga pada 

penyelenggaraan pelayanan publik. Kebijakan Pemerintah untuk mencegah menyebarnya 

virus ini telah banyak dikeluarkan, tentunya berdampak pada standar pelayanan publik 

yang diterapkan oleh penyelenggara layanan. Peningkatan standar pelayanan publik akan 
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menjadi salah satu upaya pencegahan penyebaran virus ini. Berikut beberapa hal-hal 

yang dapat dilakukan oleh penyelenggara layanan dalam meningkatkan layanannya di 

tengah pandemi, diantaranya: 

Pertama: Menyediakan Informasi Secara Jelas Mengenai Standar Pelayanan. 

Sebagian besar penyelenggara layanan telah memiliki media sosial (online) dan website, 

namun seringkali media ini belum dimanfaatkan untuk menyampaikan mengenai standar 

pelayanannya, baik menyampaikan produk layanan, syarat, mekanisme, prosedur, biaya 

dan jangka waktu, ataupun untuk menyampaikan kegiatan/kinerja yang dilakukan. 

Seiring dengan adanya pandemi ini, menyediakan informasi yang jelas dan terbaru 

melalui berbagai media akan sangat membantu masyarakat dalam mendapat kejelasan 

informasi agar tidak terjadi kerumunan massa di ruang pelayanan. 

Kedua: Meningkatkan Sistem Penyelenggaraan Pelayanan Secara Online. 

Pelayanan dengan sistem online sangat membantu masyarakat dimasa pandemi ini, 

namun perlu diperhatiakan karena ada beberapa pelayanan yang belum dapat mengubah 

sistemnya menjadi sistem online, misalnya pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) baru, 

STNK,  perekaman e-KTP, dan beberapa layanan lainnya. Sistem online dalam pelayanan 

tersebut dapat dilakukan pada proses pendaftaran, pelengkapan berkas, ataupun 

pengambilan nomor antrian, sehingga dapat dilakukan pengaturan waktu kedatangan 

dari pengguna layanan. 

Ketiga: Adaptasi Sarana, Prasarana Dan Fasilitas Pelayanan. Sarana, prasarana 

dan fasilitas yang selama ini telah ada di lokasi pelayanan tentunya memerlukan 

penyesuaian. Adaptasi yang dapat dilakukan antara lain memberi pelayanan secara 

langsung menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) seperti masker atau face shield, 

menerapkan social distancing dengan memberikan jarak pada antrian maupun ruang 

tunggu, menyediakan handsanitizer/tempat cuci tangan serta melakukan sterilisasi 

secara rutin baik  penyemprotan disinfektan maupun pembersihan pendingin ruangan 

secara rutin. 
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Keempat: Meningkatkan kompetensi pelaksana layanan. Berbagai penyesuaian 

dan adaptasi dilakukan dalam proses pelayanan, pastinya untuk mendukung hal tersebut 

terlaksana dengan baik maka perlu dilakukan peningkatan kompetensi pelaksana layanan 

(Sumber Daya Manusia) terutama dalam penggunaan system yang berbasis teknologi 

informatika maupun asas-asas pelayanan publik lainnya. 

Pelayanan publik saat ini sudah menjadi kebutuhan dasar masyarakat yang harus 

dipenuhi oleh pemerintah. Walaupun di masa pandemi, kebutuhan tersebut harus tetap 

dapat dilaksanakan secara baik dan diadaptasi oleh para penyelenggara. Masa pandemic 

virus covid 19 saat ini telah membawa perubahan aktivitas disegala aspek kehidupan 

masyarakat, hal ini dilakukan  tidak lain dan tidak bukan bertujuan untuk memutus rantai 

penyebaran virus tersebut yang sangat massif dan cepat semenjakan merebaknya kasus 

virus corona di Indonesia sejak awal Februari Tahun 2020.Kebijakan pemerintah tentang 

social distancing atau physical distancing maupun pembatasan sosial berskala besar, 

bahkan lockdown adalah salah satu solusi mengurangi penyebaran visur covid 19 yang 

paling efektif   dan perlu didukung oleh seluruh masyarakat. Sementara disisi pelayanan 

publik harus tetap dilakukan oleh berbagai tingkatan pemerintah, mulai pemerintah 

pusat, pemeritah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah kecamatan sampai 

pada pemerintah kota/kelurahan /kelurahan sebagai ujung tombak pelayanan 

masyarakat. 

Pada umumnya pelayanan masyarakat pada tingkat pemerintah kota/kelurahan 

masih dilakukan dengan cara-cara konvensional yakni aparat kota/kelurahan  bertemu 

langsung oleh masyarakat dalam skala besar atau banyak. Model pelayanan tersebut  

sangat berbahaya dan tidak diperkenankan selama pandemic covid 19 masih 

mengancam. Dengan demikian solusi pelayanan publik pada tingkat pemerintah 

kota/kelurahan  adalah penerapan sistem layanan berbasis digital. Meskipun sistem 

layanan berbasis digital bukanlah hal yang baru, akan tetapi untuk pemerintah 

kota/kelurahan  belum banyak digunakan, sehingga sudah tepat dan saatnya pemerintah 

kota/kelurahan  beralih model pelayanan dari yang manual ke sistem digital. 
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Tujuan   dasarnya   adalah   pembaharuan,   serta   meningkatkan   efisiensi, 

efektivitas, transparansi, tanggung jawab dan ekonomi dalam pekerjaan pemerintah dan  

para  pegawai  pemerintah,  untuk  meningkatkan  kualitas  dan  ketersediaan informasi  

dan  layanan   yang  diberikan  kepada  pengguna  pegawai  pemerintahdanmemastikan  

partisipasi  yang  lebih  aktif  warga  dalam  proses  pengambilan keputusan di 

masyarakat. 

Atas dasar tersebut, maka menjadi sebuah kebutuhan untuk menerapkan layanan 

berbasis website sebagai  salah satu model sistem pemerintahan yang berorientasi pada 

kekuatan teknologi digital, dimana semua pekerjaan administrasi, pelayanan terhadap 

masyarakat, pengawasan dan  pengendalian  sumber  daya  milik  lembaga yang  

bersangkutan  dikendalikan dalam satu sistem dan juga merupakan perkembangan baru 

dalam rangka peningkatan pelayanan publik. Hal ini terjawab dengan di keluarkannya 

Pepres nomor 95 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang 

menyatakan: 

Bahwa untuk mewujudkan tatakelola pemerintahan yang bersih, efektif, 

transparan dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya 

diperlukan sistem pemerintahan berbasis elektronik; 

Bahwa untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan 

berbasis elektronik diperlukan tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis 

elektronik secara nasional; 

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan 

huruf b perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Sistem Pemerintahan Berbasis 

Elektronik. 

Peraturan ini sesengguhnya untuk mewujudkan e-Goverment sebagai suatu 

mekansime interaksi baru antara pemerintah dengan masyarakat dan kalangan lain yang 

berkepentingan, dengan menggunkan teknologi informasi (terutama internet) dengan 

tujuan memperbaiki mutu (kualitas) pelayanan. E-Government adalah penyelenggaraan 

kepemerintahan berbasiskan elektronik untuk meningkatkan kualitas layanan publik 

http://ojs.uho.ac.id/index.php/anoa/editor/viewMetadata/20050


 
 
 

  DOI: 10.52423/ANOA.V2I2.20050 
 

 
ISSN: 2722-0516  383 

 

secara efisien, efektif   dan   interaktif.   Dimana   pada   intinya   E-Government adalah   

penggunaan teknologi  informasi  yang  dapat  meningkatkan  hubungan  antara  

pemerintah  dan pihak-pihak lain (penduduk, pengusaha, maupun instansi lain). 

Dalam kondisi ini, pemerintah tidak terkecuali pemerintah kota/kelurahan sudah 

seharusnya menganut paradigma berorientasi pada kepentingan masyarakat (customer 

driven)dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di kota/kelurahan , 

mempersiapkan seluruh perangkat untuk memenuhi paradigma tersebut secara 

sistematik, sehingga terwujud pelayanan publik yang berkualitas. 

Sementara itu, kondisi masyarakat saat ini telah terjadi suatu perkembangan yang 

sangat dinamis, tingkat kehidupan masyarakat yang semakin baik, merupakan indikasi 

dari empowering yang dialami oleh masyarakat. Hal ini menjadikan masyarakat semakin 

sadar akan apa yang menjadi hak dan kewajiban, semakin berani untuk mengajukan 

tuntutan, keiniginan dan aspirasinya kepada pemerintah kota/kelurahan  dan semakin 

kritis dan berani untuk melakukan kontrol terhadap apa yang dilakukan oleh pemerintah 

di kota/kelurahan .  

Dalam kondisi masyarakat yang digambarkan diatas, pemerintah harus dapat 

memberikan layanan publik yang lebih profesional, efektif, sederhana, transparan, 

terbuka, tepat waktu, responsif dan adaptif serta sekaligus dapat membangun kualitas 

manusia dalam arti meningkatkan kapasitas individu dan masyarakat untuk secara aktif 

menentukan masa depannya sendiri. 

Namun, peralihan pelayanan dari manual ke sistem digital tidaklah sederhana, 

tetapi harus dimulai dari sekarang, sebab sistem digital saat ini sudah menjadi tuntutan 

zaman teknologi dan informatika atau pengembangan sistem informasi dan teknologi 

berbasis masyarakat (komunitas). Hal lain yang penting dari sistem digital ini antara lain: 

(1) Adanya suatu kebutuhan untuk mengamankan dokumen-dokumen kota/kelurahan  

secara digital. Tidak lain langkah yang ditempuh adalah dengan memindahkannya dari 

kertas menjadi format digital yang tersimpan di dalam komputer; (2) Adanya suatu 

kebutuhan untuk mencari data kependudukan dan data kota/kelurahan  lainnya secara 
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cepat dan tepat; (3) Adanya suatu kebutuhan sistem informasi (aplikasi) yang bersifat 

terbuka (open source) dan gratis agar tidak membebani keuangan kota/kelurahan ; (4) 

Adanya kecenderungan hasil pendataan yang dilakukan berbagai pihak (pemerintah) 

tidak dibagikan kembali ke kota/kelurahan . Berbagai pihak yang melakukan pendataan 

tersebut juga menggunakan indikator yang berbeda-beda sehingga data dasar tersebut 

sulit untuk diolah sebagai kebijakan yang terpadu. Dengan sistem digital ini maka akan 

sangat membantu pemerintahan kota/kelurahan  dalam mendokumentasikan data milik 

kota/kelurahan  guna memudahkan proses pencariannya.dimaksudkan sebagai suatu 

rangkaian/ sistem (baik mekanisme, prosedur hingga pemanfaatan) yang bertujuan 

untuk mengelola sumber daya yang ada di kota/kelurahan . Dalam sistem informasi digital 

pemerintah kota/kelurahan  paling tidak akan tersedia informasi yakni: (1) Basis data 

kependudukan kota/kelurahan , meliputi data dasar keluarga: KK, NIK, kepemilikan 

lahan, pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dll); (2) Informasi dokumen-dokumen 

kota/kelurahan  seperti RPJM Kota/kelurahan , Peraturan Kota/kelurahan , Keputusan 

Kepala Kota/kelurahan   dan lain sebagainya; (3) Basis data sumber daya kota/kelurahan 

, memuat data tentang potensi kota/kelurahan ; (4) Informasi jumlah keluarga yang 

dibagi dalam klasifikasi sosial ekonomi (kaya, sedang, miskin, sangat miskin) di tingkat 

kota/kelurahan ; (5) Informasi jumlah keluarga penerima Raskin & Jamkesmas 

berdasarkan klasifikasi sosial ekonomi di tingkat kota/kelurahan . Di mana informasi 

tersebut sangat bermanfaat bagi pemerintah kota/kelurahan  dan mayarakatnya. 

Untuk itu pelayanan publik berbasis website di Kota/kelurahan Provinsi Sulawesi 

Tenggaramenjadi kebutuhan kegiatan pemerintah kota/kelurahan  dengan menggunakan 

alat-alat teknologi informasi dan komunikasi dalam memberikan pelayanan yang lebih 

baik kepada masyarakat dan pihak lain yang berkepentingan.  

Selain itu sistem informasi digital juga bertujuan antara lain: (1) Menyimpan dan 

memperbaharui database warga yang aman serta akurat; (2) Memperbaiki kualitas 

pelayanan publik yang berbasis pada kebutuhan lokal; (3) Membantu proses penyusunan 

perencanaan kota/kelurahan : (4) Menjadi alat partisipasi warga kota/kelurahan  agar 
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dapat terlibat dalam pembangunan kota/kelurahan ; (5) Perencanaan Pembangunan 

Kota/kelurahan  Data dasar kependudukan yang dijadikan dasar penentuan perencanaan 

menjadi sangat penting dilakukan; (6) Keterbukaan Informasi Sebagai bentuk praktik 

demokrasi maka setiap warga diberikan hak untuk mengetahui informasi terkait rencana 

pembuatan kebijakan dan prosesnya; (7) Pendataan Kesejahteraan Sosial Ekonomi  

untuk kepentingan olah data pemetaan kesejahteraan sosial ekonomi secara partisipatif 

dengan indikator lokal.  Data ini yang kemudian menjadi dokumen kota/kelurahan  yang 

dapat digunakan untuk verifikasi data yang berasal dari pemerintah maupun dari pihak 

non-pemerintah; (8) Peningkatan Pelayanan Dasar Tidak tersedianya data yang akurat 

serta penggunaan sistem manual dalam membangun data di kota/kelurahan  biasanya 

pelayanannya lamban.   

Hal ini tentu dilakukan untuk menjawab pengembangan infrastruktur TIK di 

pekota/kelurahan an, sesuai amanahUndang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

TentangKota/kelurahan dijelaskan bahwa sistem informasi  pembangunan  

kota/kelurahan   dan  pembangunan  kawasan  akan  menjadi  prioritas dalam 

pembangunan pekota/kelurahan an. Misalnya dalam pasal 86 UU Kota/kelurahan  

terdapat poin-poin berikut : 

1. Kota/kelurahan  berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi 

Kota/kelurahan  yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. 

2. Pemerintah Daerah wajib mengembangkan sistem informasi Kota/kelurahan  

dan pembangunan Kawasan Pekota/kelurahanan. 

3. Sistem informasi Kota/kelurahan  meliputi fasilitas perangkat keras dan 

perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya manusia. 

4. Sistem  informasi  Kota/kelurahan   meliputi  data  Kota/kelurahan ,  data  

Pembangunan Kota/kelurahan, Kawasan Pekota/kelurahan an, serta informasi 

lain yang berkaitan dengan Pembangunan Kota/kelurahan  dan pembangunan 

Kawasan Pekota/kelurahan. 
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5. Sistem informasi Kota/kelurahan  dikelola oleh Pemerintah Kota/kelurahan  dan 

dapat diakses oleh masyarakat Kota/kelurahan  dan semua pemangku 

kepentingan. 

6. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyediakan informasi perencanaan 

pembangunan Kabupaten/Kota untuk Kota/kelurahan . 

Tantangan sekarang adalah sudah siapkah sumberdaya yang dimiliki 

kota/kelurahan  yang tentunya keadaan ini dapat terpenuhi jika sumberdaya utamanya 

sumberdaya manusia aparat pemerintah kota/kelurahan  dan masyarakat dalam 

memahami dan melaksanakan kerja-kerja menggunakan teknologi informasi seperti 

penerapan Sistem Informasi Kota/kelurahan  (SIK) berbasis website dan menjadi 

kebutuhan bagi pemerintah kota/kelurahan  untuk mewujudkan amanah Pasal 86 UU 

Nomor 6 tahun 2014 tentang Kota/kelurahan .  

Website kota/kelurahan  berkembang dengan  adanya media digital. Kini informasi  

dan  pelayanan publik  yang  diperlukan  masyarakat  dapat  diakses  kapanpun  dan 

dimanapun  karena program  ini  tidak  berbatas  waktu  seperti  halnya pelayanan  di 

Kantor Kota/kelurahan . Bagaimana dengan pelayanan publik di Kota/kelurahan Provinsi 

Sulawesi Tenggara ?  

Kondisi eksisting pelayanan publik diKota/kelurahan Provinsi Sulawesi Tenggara 

masih menggunakan sistem manual. Sistem manual tersebut di khawatirkan membuat 

data yang tersimpan pada perangkat komputer menjadi lebih mudah riskan atau hilang 

dan juga sistem manual membuat masyarakat mendapatkan pelayanan publik seperti 

urusan administrasi kota/kelurahan  (pembuatan Kartu Keluarga), KTP, program layanan 

pemberdayaan masyarakat dari pemerintah pusat, masih memakan waktu cukup lama..  

Maka dari itu, perlu kesadaran masing-masing penyelenggara layanan dalam 

meningkatkan standar pelayanan publik yang harus dilakukan demi upaya pencegahan 

penyebaran Covid-19. Salah satu upaya yang dilakukan untuk mengendalikan pandemi 

Covid-19 adalah dengan meningkatkan standar pelayanan publik. Layanan di instansi 

pemerintah, swasta, maupun di tempat-tempat yang banyak didatangi masyarakat, mulai 
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menerapkan kebiasaan baru terkait protokol kesehatan untuk pencegahan penularan 

korona, seperti memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun di air 

mengalir atau menggunakan hand sanitizer, serta pengukuran suhu tubuh saat masuk di 

area perkantoran, pusat perbelanjaan, atau tempat umum lainnya. 

“Peningkatan standar pelayanan publik akan menjadi salah satu upaya 

pencegahan penyebaran Covid-19,” Selain penerapan protokol kesehatan, penyediaan 

informasi pada penyelenggara layanan sangat penting untuk membantu masyarakat 

mendapatkan informasi terkait Covid-19.“Sehingga masyarakat bisa mencegah terjadinya 

kerumunan massa di ruang pelayanan karena itu salah satu upaya mencegah terjadinya 

penularan corona, yakni dengan menjaga jarak,”.untuk mencegah penularan korona di 

tempat pelayanan publik, pemberian giliran waktu kedatangan pengambilan nomor 

antrean bagi pengguna layanan, juga berperan penting untuk mencegah kerumunan 

massa. 

Selain itu, tempat layanan juga harus menyediakan hand sanitizer, tempat cuci 

tangan, melakukan disinfeksi di dalam dan luar kantor sebelum pelayanan publik dimulai, 

dan selalu mengimbau pengguna layanan untuk menerapkan protokol kesehatan. 

“Semua ini dilakukan untuk menjaga kesehatan masyarakat dari paparan virus 

korona. Kita tidak tahu kapan pandemi Covid-19 ini akan berakhir, tapi kita wajib waspada 

dan menjaga diri.penerapan protokol kesehatan di tempat layanan publik sudah menjadi 

kebutuhan dasar yang harus dipenuhi pemerintah sebagai bentuk tanggung jawab 

terhadap masyarakat. 

Masyarakat membutuhkan pelayanan prima, cepat, tepat, efektif, efisien, 

akuntabel, dan transparan. Pemerintah hadir untuk masyarakat. Sebagai abdi negara 

maka sudah menjadi kewajiban memberilan pelayanan publik terbaik kepada masyarakat 

supaya masyarakat merasakan kehadiran pemerintah,. 

Pelayanan prima berbasis standar operasional prosedur, untuk masa pandemi 

Covid-19, harus ditambah dengan penerapan protokol kesehatan yang 

disiplin.masyarakat juga di minta untuk mendukung pemerintah dalam memberikan 
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pelayanan publik, yang membuat pemerintah harus terus berinovasi meski di tengah 

pandemi Covid-19. Sementara kondisi sekarang dengan adanya kebijakan pemerintah 

tentang social distancing atau physical distancing maupun pembatasan sosial berskala 

besar, bahkan lockdown adalah salah satu solusi mengurangi penyebaran virus covid 19 

membuat pelayanan publik di Kota/kelurahan  Provinsi Sulawesi Tenggara bisa dipastikan 

kurang maksimal termasuk di Kelurahan Sekecamatan Nambo di mana daerah tersebut 

merupakan daerah pemekaran baru definitif pada tahun 2020 yang terdiri beberapa 

kelurahan yakni; Kelurahan Tobimeita, Petoaha, Nambo, Bungkutoko, Sambuli dan 

Tondonggeu, Untuk itu diperlukan Pelatihan Dan Bimbingan Teknis Standar Pelaksanaan 

Pelayanan Publik Aparat kelurahan  Se-Kecamatan Nambo Kota Kendari, Dalam 

Pelayanan Publik Untuk Mendukung Physical Distancing Menangkal Penyebaran Covid 19 

Di Kota/kelurahan Provinsi Sulawesi Tenggara.  

B. METODE PELAKSANAAN 

Tahap Persiapan 

Persiapan yang dilakukan untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah 

sebagai berikut : 

a) Melakukan koordinasi dengan pemerintah setempat sebagai sasaran 

pengabdian pada masyarakat. 

b) Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan yang sangat mendesak dan dibutuhkan 

oleh pemerintah kota/kelurahan dan lembaga pemberdayaan masyarakat 

lainnya. 

c) Mengidentifikasi peserta pelatihan. 

d) Mempersiapkan logistik dan perbekalan. 

e) Koordinasi izin kegiatan pengabdian dosen. 

f) Penyusunan bahan dan materi pelatihan untuk menunjang pelaksanaan 

kegiatan pelatihan. 
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Tahap Pelaksanaan 

Pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat dilaksanakan selama 1 (satu) 

bulan yang dimulai pada awal bulan Juni 2021 sampai dengan Akhir bulan Juli 2021 

bertempat di Kecamatan Nambo Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara. 

 

C. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Program Kerja Utama  

Pelatihan ini dilaksanakan secara Offline dengan mematuhi protokol kesehatan 

Diantaranya Menggunakan Masker dan Menjaga Jarak agar meminimalisir terjadinya 

penularan Virus COVID 19. 

Pelatihan ini merupakan wujud dari Kuliah Kerja Nyata Tematik, pemerintah 

setempat dibimbing meminimalisir kontak langsung ketika memberikan pelayanan publik. 

Untuk itulah mereka diperkenalkan menggunakan pelayanan berbasis digital atau 

menggunakan sebuah softwere. 

“Jadi kegiatan ini baru awal atau pengenalan, selanjutnya akan lebih teknis hingga 
pada pembuatan software di Kecamatan Nambo untuk pelayan secara online 
untuk kedepannya.” Di satu sisi, kegiatan ini juga adalah bentuk pengabdian pada 
masyarakat dan diharapkan membawa manfaat yang lebih luas nantinya. “Kami 
juga berharap ini (pelayanan digital) dapat memutus rantai penyebaran Covid-19.” 

Pelaksanaan Pelatihan Dan Bimbingan Teknis Pelaksanaan Standar Pelayanan 
Publik Di Masa Pandemic Covid 19 Bagi Aparat Kelurahan Se-Kecamatan 
Nambo Kota Kendari 

Kegiatan Workshop dilaksanakan pada Hari kamis, 2 September Tahun 2021 Pada 

tahapan ini, pembimbing KKN Tematik UHO berkoordinasi kepada peserta KKN untuk 

melaporkan peserta Pelatihan Pelatihan Dan Bimbingan Teknis Pelaksanaan Standar 

Pelayanan Publik Di Masa Pandemic Covid 19 Bagi Aparat Kelurahan Se-Kecamatan 

Nambo Kota Kendari. Metode komunikasi yang digunakan  adalah melalui WhatSapp 

Group dengan mengirim nama peserta yang berasal dari kelurahan sesuai usulan 

pemerintah setempat. Dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan secara offline dengan 

metode yang digunakan adalah workshop dengan mematuhi protokol kesehatan. 
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Kegiatan workshop ini adalah program utama KKN Tematik Universitas Halu Oleo sesuai 

tema yang sudah disetujui oleh LPPM UHO.  Langka awal yang dilakukan dalam kegiatan 

ini adalah membuat Undangan kepada peserta pelatihan. 

Tujuan dari pelatihan ini adalah Memberikan Pelatihan Dan Bimbingan 

Teknis Pelaksanaan Standar Pelayanan Publik Di Masa Pandedmi Covid 19 

Bagi Aparat Kelurahan Se-Kecamatan Nambo Kota Kendari 

 

a. Tatacara Pelayanan Publik Di masa Pandemic Covid 19.  

Pelatihan Dan Bimbingan Teknis Pelaksanaan Standar Pelayanan Publik Di 
Masa Pandemic Covid 19 Bagi Aparat Kelurahan Se-Kecamatan Nambo Kota 
Kendari merupakan media  untuk saling berbagi ilmu pengetahuan dan keterampilan.  
 

Untuk melengkapi tujuan yang ingin dicapai dalam laporan ini, berikut kami sajikan 

tatacara pelayanan publik di masa pandemic Covid 19. 
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D. Penutup 

Berdasarkan uraian pelaksanaan KKN Tematik Universitas Halu Oleo dengan hasil 

laporan peserta KKN dan informasi melalui Forum Grup Discusion (FGD), dapat di 

simpulkan bahwa aparat Kelurahan Sekecamatan Nambo Kota Kendari,  belum 

sepenuhnya memahami standar pelayanan publik di masa Pandemic Covid 19 khsusnya 

pada standar sarana/prasarana atau fasilitas, sistem, mekanisme dan prosedur 

pelayanan. 

 

E. Ucapan Terima Kasih 

 Pada kesempatan ini dari kami tim pengabdian kepada masyarakat mengucapkan 

terima kasih kepada Rektor Universitas Halu Oleo melalui Lembaga Penelitian dan 

Pengabdian kepada Masyarakat yang telah menfasilitasi biaya pelaksanaan PKM ini 

melalui dana DIPA Universitas Halu Oleo Nomor : SP DIPA-023.17.2.677510/2021. 
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